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	Analisis Komparatif EGDI Indonesia dan Negara-Negara ASEAN (2003–2024): Kajian Perkembangan OSI, HCI, dan TII serta Faktor Penyebab Dinamikanya
Aikylla Zahra Permana¹*, Anggita Indraswari²
1,2 Sistem Informasi, Sekolah Tinggi Ilmu Komputer, Purwokerto, Indonesia
ABSTRACT
Latar belakang: Perkembangan e-government di ASEAN menunjukkan dinamika yang beragam pada komponen Online Service Index (OSI), Human Capital Index (HCI), dan Telecommunication Infrastructure Index (TII) dalam E-Government Development Index (EGDI). Indonesia mencatat peningkatan EGDI yang signifikan selama dua dekade terakhir, tetapi fluktuasi tiap komponennya masih memerlukan kajian mendalam. Penelitian ini bertujuan menganalisis perkembangan EGDI Indonesia pada 2003–2024, menilai tren OSI–HCI–TII secara longitudinal, dan membandingkan posisinya dengan negara-negara ASEAN.
Metode: Pendekatan kuantitatif deskriptif melalui trend analysis dan comparative analysis terhadap data UN DESA, dipadukan dengan analisis kualitatif berbasis dokumen kebijakan seperti SPBE, Satu Data, dan pembangunan infrastruktur digital nasional.
Hasil: EGDI Indonesia tumbuh 89% (0,4224 menjadi 0,7991), tertinggi kelima di ASEAN, sehingga posisi Indonesia di ASEAN naik dari peringkat ke-6 (2003) menjadi ke-4 (2024) dan untuk pertama kalinya masuk kelompok EGDI Sangat Tinggi. Lonjakan terbesar terjadi pada OSI dan TII, terutama setelah Perpres SPBE (2018) serta pembangunan Palapa Ring dan Pusat Data Nasional, sedangkan HCI cenderung stagnan (turun 7,7% selama 2003–2024 dan turun tipis dari 0,7438 pada 2022 menjadi 0,7293 pada 2024), mencerminkan tantangan literasi digital dan kompetensi SDM.
Kesimpulan: Peningkatan EGDI Indonesia sangat dipengaruhi sinkronisasi kebijakan digital, integrasi layanan publik, dan pembangunan infrastruktur. Rekomendasi meliputi penguatan kapasitas SDM, percepatan interoperabilitas data, dan pemerataan infrastruktur TIK demi peningkatan EGDI yang berkelanjutan.
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Pendahuluan
Digitalisasi pemerintahan melalui e-government telah menjadi strategi utama berbagai negara untuk meningkatkan efisiensi proses administrasi dan kualitas pelayanan publik [1]. Salah satu indikator global yang sering digunakan untuk mengukur kemajuan digital pemerintahan adalah E-Government Development Index (EGDI), yang mencakup tiga komponen utama, yaitu Online Service Index (OSI), Human Capital Index (HCI), dan Telecommunication Infrastructure Index (TII) [2]. Perkembangan indeks tersebut tidak hanya menggambarkan kemajuan teknologi layanan digital, tetapi juga kapasitas kelembagaan dan kebijakan pemerintah dalam mengimplementasikan transformasi digital [3]. Dalam konteks ASEAN, beberapa studi menunjukkan bahwa meskipun terdapat kemajuan signifikan dalam pengembangan e-government, perbedaan antar negara terkait capaian OSI, HCI, dan TII masih cukup besar dan mencerminkan adanya kesenjangan perkembangan digital [4]. Oleh karena itu, analisis komparatif EGDI penting dilakukan untuk memahami posisi Indonesia terhadap negara-negara tetangga dan menilai efektivitas kebijakan yang telah diterapkan.
Sejumlah penelitian empiris menunjukkan bahwa kemajuan e-government di negara-negara ASEAN sangat dipengaruhi oleh faktor infrastruktur dan literasi digital [5]. Di Indonesia, karakteristik sebagai negara kepulauan menyebabkan ketidakmerataan pembangunan infrastruktur telekomunikasi, sehingga berdampak pada variasi capaian TII di berbagai daerah [5]. Selain itu, kurangnya dukungan dari sebagian pemerintah daerah menjadi hambatan dalam implementasi e-government, terutama akibat keterbatasan SDM dan perbedaan kebijakan yang berlaku di tingkat lokal [6]. Penelitian lain mengemukakan bahwa rendahnya integrasi data serta partisipasi publik turut menjadi faktor penghambat optimalisasi layanan digital pemerintah [3]. Temuan-temuan tersebut menunjukkan bahwa meskipun nilai EGDI secara teknis dapat meningkat, efektivitas implementasi e-government tetap bergantung pada kesiapan kelembagaan dan konsistensi kebijakan daerah. 
Di Indonesia, dinamika EGDI menjadi menarik untuk diteliti karena perkembangan OSI, HCI, dan TII tidak selalu menunjukkan pola yang sama. Analisis kuantitatif menunjukkan bahwa skor EGDI Indonesia mengalami peningkatan dari waktu ke waktu, namun pertumbuhan OSI dan HCI cenderung lebih cepat dibandingkan perkembangan infrastruktur digital atau TII pada beberapa periode [7]. Namun, data UN DESA 2003–2024 yang dianalisis dalam penelitian ini menunjukkan pola yang berbeda: TII justru tumbuh paling besar (0,045 menjadi 0,864), sedangkan HCI turun (0,79 menjadi 0,729). Penelitian kualitatif juga menemukan bahwa kendala seperti kurangnya pemahaman teknis dalam birokrasi dan terbatasnya kapasitas SDM menjadi penghambat utama bagi penerapan e-government, terutama di tingkat pemerintah daerah [2]. Sementara itu, isu integrasi data antar instansi pemerintah masih menjadi tantangan yang berdampak pada efisiensi layanan digital [3]. Di sisi lain, pembangunan infrastruktur telekomunikasi berskala besar juga berpengaruh terhadap naik-turunnya nilai TII setiap tahun [8]. 
Namun demikian, sebagian besar penelitian sebelumnya hanya menilai EGDI pada satu titik waktu tertentu dan belum mengkaji perubahan komponennya dalam jangka panjang, terutama jika dibandingkan dengan negara-negara ASEAN lainnya [9]. Beberapa penelitian komparatif  hanya menyoroti sebagian indikator seperti OSI atau HCI, tanpa mengkaji dinamika lintas waktu dan keterkaitannya dengan kebijakan nasional [10]. Selain itu, analisis terhadap faktor penyebab naik-turunnya EGDI seperti kebijakan SPBE, digitalisasi birokrasi, dan investasi infrastruktur relatif kurang dieksplorasi secara sistematis [11]. Dengan demikian, terdapat kebutuhan akan penelitian yang mampu memberikan kontribusi empiris baru serta analisis yang lebih mendalam mengenai perkembangan e-government di Indonesia.

Tabel 1. Research Gap Penelitian
	No
	Peneliti & Tahun
	Fokus Penelitian Sebelumnya
	Keterbatasan (Research Gap)
	Kontribusi Penelitian Ini

	1
	Juliasih (2023)
	Analisis perkembangan e-government dan EGDI negara-negara ASEAN
	Tidak membahas tren OSI–HCI–TII secara longitudinal dan tidak menyoroti posisi Indonesia secara mendalam
	Menyajikan analisis tren EGDI Indonesia 2003–2024 dan membandingkannya dengan seluruh negara ASEAN

	2
	Hafel et al. (2022)
	Pengaruh infrastruktur dan literasi digital pada perkembangan e-government ASEAN
	Tidak mengevaluasi perubahan komponen EGDI berdasarkan kebijakan pemerintah
	Menghubungkan dinamika OSI–HCI–TII Indonesia dengan kebijakan SPBE dan transformasi digital

	3
	Maulida (2024)
	Analisis tantangan implementasi e-government di tingkat daerah
	Fokus pada level daerah; tidak membahas perkembangan EGDI nasional maupun perbandingan regional
	Menghadirkan analisis nasional dan regional yang berbasis data resmi UNDESA

	4
	Michel (2023)
	Studi komparatif e-government dengan fokus parsial pada OSI dan HCI
	Tidak menilai TII; tidak mengkaji perkembangan jangka panjang; tidak mengaitkan dengan kebijakan nasional
	Mengkaji OSI, HCI, TII secara lengkap dan tren jangka panjang selama 21 tahun

	5
	Ramadhan & Purnomo (2025)
	Penilaian EGDI Indonesia berdasarkan data snapshot
	Tidak menerapkan analisis tren; tidak ada komparasi ASEAN
	Menggunakan metode deskriptif kuantitatif berupa trend analysis dan comparative analysis serta kualitatif untuk memperkuat pemetaan posisi Indonesia di ASEAN



Berdasarkan latar tersebut, penelitian ini dirancang untuk menganalisis perkembangan EGDI Indonesia dari tahun 2003–2024, menilai tren OSI, HCI, dan TII, serta menghubungkan perubahan tersebut dengan kebijakan e-government yang diterapkan pemerintah. Pendekatan komparatif dengan negara-negara ASEAN akan memberikan gambaran mengenai posisi Indonesia dalam perkembangan e-government di kawasan serta membantu mengidentifikasi kebijakan atau strategi digital yang efektif berdasarkan dinamika komponen EGDI. Dengan temuan ini, penelitian diharapkan mampu memperkaya literatur e-government sekaligus memberikan rekomendasi kebijakan konkret untuk penguatan transformasi digital pemerintahan Indonesia ke depan.
Tinjauan Pustaka
E-Government
E-Government didefinisikan sebagai pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) oleh sektor publik untuk mentransformasi administrasi, meningkatkan efisiensi internal, dan memperbaiki penyampaian layanan kepada masyarakat [1], [12]. Tujuan utamanya melampaui sekadar digitalisasi; e-government adalah instrumen strategis untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi publik [1], [13].
Kerangka teoretis inti yang mendasari efektivitas e-government adalah hubungannya dengan public trust. Literatur menunjukkan bahwa Transparansi Digital yang difasilitasi oleh platform e-government berfungsi sebagai pendorong utama untuk membangun kepercayaan publik [7], [14]. Kepercayaan ini, pada gilirannya, menjadi faktor krusial yang memengaruhi partisipasi warga (citizen engagement) dalam proses tata kelola [14]. Secara empiris, studi di kawasan Asia Tenggara menunjukkan bahwa peningkatan pengembangan e-government memiliki korelasi positif yang kuat dengan indikator tata kelola yang lebih luas, terutama pada "Efektivitas Pemerintahan" (Government Effectiveness) [8], [10]
UN-DESA
United Nations Department of Economic and Social Affairs (UN-DESA) adalah departemen dalam Sekretariat Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang bertanggung jawab atas urusan ekonomi, sosial, dan lingkungan global. Dalam konteks penelitian ini, UN-DESA berfungsi sebagai badan otoritatif utama yang memantau dan mengevaluasi kemajuan e-government di seluruh negara anggotanya [12]
Setiap dua tahun, UN-DESA menerbitkan UN E-Government Survey, yang telah menjadi rujukan global utama bagi para akademisi dan pembuat kebijakan [1]. Laporan ini tidak hanya menyajikan data, tetapi juga analisis tren, tantangan, dan praktik terbaik dalam implementasi e-government. Laporan inilah yang menjadi sumber primer dari E-Government Development Index (EGDI), yang digunakan secara luas dalam studi komparatif untuk menilai kemajuan digitalisasi layanan publik [3], [12].
EGDI
E-Government Development Index (EGDI) adalah indeks komposit yang dirilis oleh UN-DESA untuk menyajikan status dan mengevaluasi perkembangan e-government di 193 negara anggota PBB [15]. Tujuan dari EGDI bukanlah untuk mengukur pengembangan e-government dalam pengertian absolut, melainkan untuk memberikan peringkat kinerja relatif pemerintah nasional satu sama lain[15]. EGDI memberikan pandangan holistik dengan menggabungkan tiga pilar fundamental tata kelola digital[3], [7].
Prinsip pengukuran didasarkan pada survei komprehensif kehadiran online dari seluruh 193 negara anggota PBB demi menilai kehadiran dan layanan online pemerintah dan berfungsi untuk mengukur penerapan kebijakan e-government di berbagai sektor publik[15]. Secara matematis, EGDI merupakan rata-rata tertimbang dengan bobot sama (masing-masing 1/3) dari tiga skor ternormalisasi pada tiga dimensi terpenting e-government, yaitu: OSI, HCI, dan TII. Terdapat 2 tahap perhitungan untuk mendapatkan skor EGDI, yaitu:
Rumus Z-Score
Rumus Z-Score adalah alat statistik dasar untuk melakukan standarisasi atau normalisasi. Tujuan utama rumus ini yaitu untuk menyamakan skala dari ketiga komponen (OSI, TII, HCI) agar bisa dibandingkan. 
[image: E-Government Development Index (EGDI)]
Rumus EGDI
Rumus EGDI merupakan rumus akhir untuk mendapatkan satu skor EGDI. Tujuannya adalah untuk menggabungkan skor ketiga komponen yang sudah dinormalisasi menjadi satu indeks komposit. 
[image: E-Government Development Index (EGDI)]
Online Service Index (OSI)
Online Service Index (OSI) adalah komponen paling dinamis dari EGDI, yang menilai kualitas, kecanggihan, dan ketersediaan layanan publik secara digital. Indeks ini mengevaluasi bagaimana pemerintah menyediakan informasi, berinteraksi dengan warga, dan memfasilitasi transaksi layanan secara online[7]. Perkembangan OSI seringkali merupakan cerminan langsung dari implementasi kebijakan e-government nasional, seperti Peraturan Presiden No. 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di Indonesia[12].
Telecommunication Infrastructure Index (TII)
Telecommunication Infrastructure Index (TII) menilai kesiapan (readiness) dan ketersediaan infrastruktur TIK di suatu negara. Indikator ini mencakup metrik seperti persentase individu yang menggunakan internet, jumlah pelanggan telepon seluler per 100 penduduk, dan jumlah pelanggan fixed-broadband per 100 penduduk [16].
Tantangan utama yang terkait dengan TII, khususnya di negara-negara kepulauan atau negara berkembang seperti Indonesia dan Vietnam, adalah kesenjangan digital (Digital Divide)[7], [12]. Kesenjangan ini merujuk pada disparitas akses TIK yang signifikan antara wilayah perkotaan yang padat dan wilayah pedesaan atau terpencil[12].
Human Capital Index (HCI)
Human Capital Index (HCI) mengukur kapasitas penduduk suatu negara untuk memanfaatkan TIK. Dalam kerangka EGDI, HCI diukur menggunakan indikator proksi seperti angka melek huruf orang dewasa, rata-rata lama sekolah (mean years of schooling), angka partisipasi kotor di berbagai jenjang pendidikan (dasar, menengah, dan tinggi), serta harapan lama sekolah (expected years of schooling) [16], [17]. Komponen rata-rata lama sekolah dan harapan lama sekolah baru ditambahkan sejak UN E-Government Survey 2014 [15], sehingga nilai HCI sebelum dan sesudah 2014 tidak sepenuhnya sebanding.
Literatur di Asia Tenggara menyoroti dua tantangan utama terkait HCI. Pertama, pada level birokrasi, terdapat masalah kompetensi TIK yang tidak memadai di kalangan aparatur sipil negara (ASN) yang bertanggung jawab menjalankan layanan e-government [3], [12]. Kedua, pada level nasional, banyak negara menghadapi tantangan ketidaksesuaian keahlian (skills mismatch), di mana sistem pendidikan formal gagal menghasilkan lulusan dengan keterampilan kritis yang dibutuhkan oleh ekonomi digital modern [18].
Metode
Desain Penelitian
Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif deskriptif yang dipadukan dengan analisis kualitatif berbasis dokumen. Pendekatan kuantitatif digunakan untuk menganalisis perubahan nilai E-Government Development Index (EGDI) Indonesia pada periode 2003–2024 berdasarkan tiga komponen utama, yaitu Online Service Index (OSI), Human Capital Index (HCI), dan Telecommunication Infrastructure Index (TII). Analisis ini dilakukan untuk melihat pola pertumbuhan secara longitudinal serta membandingkan posisi Indonesia dengan negara-negara ASEAN lainnya. Sementara itu, pendekatan kualitatif digunakan untuk menginterpretasikan hasil kuantitatif melalui content analysis terhadap kebijakan nasional terkait transformasi digital, Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), pembangunan infrastruktur telekomunikasi, serta literatur ilmiah yang relevan. Kombinasi kedua pendekatan ini digunakan untuk menjawab pertanyaan penelitian mengenai perkembangan EGDI sekaligus faktor yang memengaruhinya.
Sumber dan Teknik Pengumpulan Data
Penelitian ini menggunakan data sekunder yang diperoleh dari laporan resmi United Nations Department of Economic and Social Affairs (UN DESA) terkait EGDI, OSI, HCI, dan TII untuk periode 2003–2024. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan dokumen kebijakan nasional seperti Peraturan Presiden terkait SPBE, regulasi transformasi digital, strategi literasi digital, serta publikasi Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) dan Kementerian PAN-RB. Artikel ilmiah terindeks 5 tahun terakhir turut digunakan sebagai sumber literatur pendukung untuk memperkuat analisis kualitatif. Data dikumpulkan melalui teknik dokumentasi dan penelusuran literatur (desk research).
Teknik Analisis Data
Analisis data dilakukan dalam dua tahap utama, yaitu analisis kuantitatif dan analisis kualitatif.
Analisis Kuantitatif
Analisis kuantitatif dilakukan menggunakan dua teknik utama:
1. Trend Analysis (Analisis Tren).
Teknik ini digunakan untuk mengidentifikasi pola perubahan EGDI, OSI, HCI, dan TII Indonesia sepanjang 2003–2024. Analisis tren dilakukan dengan memvisualisasikan data time series serta menghitung persentase perubahan antarperiode survei (survei UN DESA terbit 2003, 2004, 2005, 2008, lalu dua tahunan 2010–2024, sehingga perubahan tidak bersifat tahunan) serta pertumbuhan total 2003–2024. Salah satu rumus yang digunakan adalah:
		(1)
Di mana merupakan pertumbuhan komponen pada periode survei ke-t, sedangkan dan masing-masing adalah nilai indeks pada periode survei tersebut dan periode survei sebelumnya. Untuk pertumbuhan jangka panjang 2003–2024 (Tabel 2–5), rumus yang sama digunakan dengan X(t) sebagai nilai 2024 dan X(t−1) sebagai nilai 2003. Selain persentase, dihitung pula selisih absolut (X2024 − X2003) agar perbandingan tidak bias terhadap negara dengan nilai awal yang sangat rendah.
1. Comparative Analysis (Analisis Perbandingan).
Teknik ini digunakan untuk membandingkan capaian Indonesia dengan negara ASEAN lainnya. Perbandingan dilakukan terhadap nilai EGDI dan komponen OSI, HCI, dan TII untuk melihat posisi relatif Indonesia di kawasan serta mengidentifikasi gap perkembangan e-government antar negara.
Analisis Kualitatif
Analisis kualitatif dilakukan menggunakan content analysis terhadap dokumen kebijakan dan literatur ilmiah. Teknik ini digunakan untuk mengidentifikasi faktor yang memengaruhi perkembangan EGDI Indonesia, seperti kebijakan SPBE, pembangunan infrastruktur digital, kualitas sumber daya manusia, dan tingkat adopsi layanan digital pemerintah. Analisis kualitatif juga digunakan untuk menginterpretasikan hasil analisis kuantitatif sehingga memberikan pemahaman komprehensif mengenai penyebab naik-turunnya skor EGDI.
Alur Penelitian
Alur penelitian disusun untuk menggambarkan tahapan penelitian secara sistematis. Diagram alur ditunjukkan pada Gambar 1.
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Gambar 1. Alur Metode Penelitian
Hasil
Perbandingan Kinerja E-Government: Indonesia di ASEAN (2003–2024)
Analisis kuantitatif ini berfokus pada dua aspek: (1) perbandingan kinerja absolut (skor tren) Indonesia dengan 10 negara ASEAN lainnya dari waktu ke waktu, dan (2) perbandingan kinerja relatif (tingkat pertumbuhan) untuk mengukur momentum perbaikan.
Tren Kinerja E-Government Development Index (EGDI)
Analisis skor absolut menunjukkan adanya tiga kelompok (tier) kinerja e-government yang jelas di ASEAN, yang dapat dilihat pada Gambar 2 (Grafik Skor EGDI ASEAN).
[image: ]
Gambar 2. Grafik Perbandingan Tren Skor EGDI Negara ASEAN (2003-2024)
Tier 1 (Pemimpin Global) secara konsisten didominasi oleh Singapura (garis cokelat), yang skornya jauh melampaui negara anggota lainnya dan menjadi tolok ukur global [1]. Tier 2 (Pesaing Kuat) terdiri dari Malaysia (biru muda), Brunei (biru tua), Thailand (biru dongker), Indonesia (abu-abu), Vietnam (biru), dan Filipina (biru). Tier 3 (Negara Berkembang) mencakup Kamboja, Laos, Myanmar, dan Timor Leste.
Fokus pada Indonesia (abu-abu), grafik pada Gambar 2 menunjukkan pola yang jelas: periode stagnasi dari 2003 hingga sekitar 2016 (skor EGDI berfluktuasi antara 0,3819 dan 0,4949, sementara peringkat global memburuk dari 70 menjadi 116), yang kemudian diikuti oleh lonjakan (takeoff) yang sangat tajam pasca-2018. Tren peningkatan pesat ini mengkonfirmasi temuan literatur bahwa peringkat EGDI Indonesia melonjak secara signifikan dalam beberapa tahun terakhir, misalnya, dari peringkat 107 pada 2018 menjadi 88 pada 2020, 77 pada 2022 [3], [12], dan 64 pada 2024. Pada periode 2022-2024, Indonesia terlihat jelas telah memantapkan posisinya di Tier 2: peringkat Indonesia di ASEAN naik dari ke-7 (2008–2020) menjadi ke-5 (2022) dan ke-4 (2024), tepat di bawah Singapura, Thailand, dan Malaysia serta di atas Vietnam, Filipina, dan Brunei.
Analisis Kinerja Momentum Pertumbuhan Indonesia
Meskipun skor absolut Indonesia berada di papan tengah, analisis tingkat pertumbuhan (growth rate) jangka panjang (2003-2024) menceritakan kisah yang berbeda: Indonesia adalah salah satu negara dengan momentum perbaikan tercepat di ASEAN
Tabel 2. Analisis Pertumbuhan Skor EGDI ASEAN (2003-2024)
	Nama Negara
	2003
	2024
	Pertumbuhan

	Brunei Darussalam 
	0,45876
	0,75536
	65%

	Cambodia 
	0,26369
	0,57536
	118%

	Indonesia 
	0,42243
	0,79911
	89%

	Laos
	0,19161
	0,44038
	130%

	Malaysia
	0,52399
	0,81114
	55%

	Myanmar 
	0,27996
	0,50007
	79%

	Philippines 
	0,57364
	0,76212
	33%

	Singapore 
	0,74633
	0,96912
	30%

	Thailand 
	0,4456
	0,8351
	87%

	Timor-Leste
	0,08733
	0,40202
	360%

	Viet Nam 
	0,35726
	0,77092
	116%



Tabel 2 (Pertumbuhan EGDI) menunjukkan bahwa Indonesia mencatatkan pertumbuhan skor EGDI sebesar 89% selama periode 21 tahun. Pertumbuhan ini adalah yang tertinggi kelima di ASEAN. Momentum pertumbuhan Indonesia ini jauh melampaui negara-negara yang lebih dulu matang seperti Malaysia (55%) dan Singapura (30%), yang telah mencapai titik jenuh (di mana pertumbuhan melambat). Hal ini menunjukkan bahwa Indonesia tidak hanya membaik, tetapi juga melakukan "pengejaran ketertinggalan" (catch-up growth) secara agresif. Di antara negara Tier 2, hanya Vietnam (116%) yang tumbuh lebih cepat. Jika diukur dengan selisih absolut, kenaikan EGDI Indonesia (+0,377 poin) merupakan yang ketiga terbesar di ASEAN setelah Vietnam (+0,414) dan Thailand (+0,390). Pertumbuhan Timor-Leste (360%) perlu dibaca hati-hati karena nilai HCI dan TII Timor-Leste pada 2003–2004 tidak tersedia (tercatat 0), sehingga skor awalnya tidak sebanding dengan negara lain.
Analisis Komparatif Pilar Teknis (OSI & TII)
Dekomposisi pilar menunjukkan bahwa lonjakan skor EGDI Indonesia didorong secara dominan oleh keberhasilan pada pilar-pilar teknis (OSI dan TII).
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Gambar 3. Grafik Perbandingan Skor OSI Negara ASEAN (2003-2024)
[image: ]
Gambar 4. Grafik Perbandingan Skor TII Negara ASEAN (2003-2024); data Timor-Leste 2003–2004 tidak tersedia
Tabel 3. Analisis Pertumbuhan Skor OSI ASEAN (2003-2024)
	Nama Negara
	2003
	2024
	Pertumbuhan

	Brunei Darussalam 
	0,26637
	0,5802
	118%

	Cambodia 
	0,12663
	0,45034
	256%

	Indonesia 
	0,43231
	0,80346
	86%

	Laos
	0,04803
	0,32648
	580%

	Malaysia
	0,48034
	0,72796
	52%

	Myanmar 
	0,08733
	0,32594
	273%

	Philippines 
	0,74672
	0,80543
	8%

	Singapore 
	0,70305
	0,98306
	40%

	Thailand 
	0,37991
	0,76105
	100%

	Timor-Leste
	0,262
	0,34056
	30%

	Viet Nam 
	0,1834
	0,70811
	286%



Tabel 4. Analisis Pertumbuhan Skor TII ASEAN (2003-2024)
	Nama Negara
	2003
	2024
	Pertumbuhan

	Brunei Darussalam 
	0,24993
	0,9868
	295%

	Cambodia 
	0,00443
	0,76094
	17077%

	Indonesia 
	0,045
	0,86448
	1821%

	Laos
	0,0068
	0,53382
	7750%

	Malaysia
	0,29162
	0,98618
	238%

	Myanmar 
	0,00256
	0,66618
	25923%

	Philippines 
	0,06421
	0,75544
	1077%

	Singapore 
	0,66595
	0,98806
	48%

	Thailand 
	0,11689
	0,94101
	705%

	Timor-Leste
	0
	0,35506
	-

	Viet Nam 
	0,04838
	0,87797
	1715%



Pada Online Service Index (OSI), Indonesia (abu-abu) menunjukkan kinerja yang impresif. Gambar 3 menunjukkan skor OSI Indonesia yang meroket pasca-2016, menempatkannya di peringkat ketiga ASEAN pada 2022 dan 2024 (0,8035), hanya di bawah Singapura (0,9831) dan Filipina (0,8054), serta sudah melampaui Malaysia (0,7280) dan Thailand (0,7611). Hal ini didukung oleh Tabel 3, yang menunjukkan pertumbuhan OSI Indonesia (86%) hanya tertinggi ketujuh di ASEAN karena basis OSI Indonesia pada 2003 sudah relatif tinggi (0,4323, peringkat ke-4 ASEAN). Keberhasilan ini secara kuantitatif mencerminkan fokus kebijakan pemerintah pada digitalisasi layanan, seperti yang diamanatkan oleh Perpres SPBE [12].
Pada Telecommunication Infrastructure Index (TII), ceritanya sedikit berbeda. Gambar 4 menyoroti tantangan historis terbesar Indonesia. Skor TII Indonesia (abu-abu) hampir selalu tertinggal di belakang Malaysia (biru muda), Thailand (biru dongker), dan Vietnam (biru) selama hampir dua dekade (pengecualian: sedikit di atas Vietnam pada 2004–2005 dan di atas Thailand pada 2014). Ini adalah visualisasi kuantitatif dari masalah kesenjangan digital (digital divide) yang diidentifikasi sebagai hambatan utama dalam literatur[7], [12]. Meskipun Tabel 4 menunjukkan pertumbuhan skor TII Indonesia (1821%) sangat tinggi dan tertinggi keempat di ASEAN, ini mencerminkan catch-up growth dari basis yang sangat rendah. Pada 2024 kesenjangan tersebut menyempit tajam (Indonesia 0,8645; Vietnam 0,8780; Thailand 0,9410), tetapi Indonesia belum menyamai keduanya dan masih berada di peringkat keenam ASEAN untuk TII.
Analisis Komparatif Human Capital Index (HCI)
Human Capital Index (HCI) menyajikan tantangan yang paling persisten bagi Indonesia bila dibandingkan dengan negara-negara pesaing utamanya. Perlu dicatat bahwa UN DESA menambahkan komponen rata-rata lama sekolah dan harapan lama sekolah ke dalam HCI sejak Survei 2014 [15]. Perubahan metodologi ini menjelaskan penurunan tajam HCI hampir seluruh negara ASEAN antara 2012 dan 2014 (Gambar 5).
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Gambar 5. Grafik Perbandingan Skor HCI Negara ASEAN (2003-2024); data Timor-Leste 2003–2004 tidak tersedia
Gambar 5 menunjukkan bahwa skor HCI Indonesia (abu-abu) pada sebagian besar periode berada di bawah Singapura (cokelat), Brunei (biru tua), dan Malaysia (biru muda). Namun, pada 2024 HCI Indonesia (0,7293) justru melampaui Malaysia (0,7192) dan Brunei (0,6991) sehingga menempati peringkat ketiga ASEAN setelah Singapura dan Thailand. Trennya tidak menunjukkan lonjakan seperti pilar OSI dan TII: turun tajam pada 2014 (0,7982 menjadi 0,6786), pulih bertahap hingga 0,7438 pada 2022, lalu turun tipis pada 2024.
Tabel 5. Analisis Pertumbuhan Skor HCI ASEAN (2003-2024)
	Nama Negara
	2003
	2024
	Pertumbuhan

	Brunei Darussalam 
	0,86
	0,69909
	-19%

	Cambodia 
	0,66
	0,51489
	-22%

	Indonesia 
	0,79
	0,72934
	-8%

	Laos
	0,52
	0,46084
	-11%

	Malaysia
	0,8
	0,71921
	-10%

	Myanmar 
	0,75
	0,50812
	-32%

	Philippines 
	0,91
	0,72556
	-20%

	Singapore 
	0,87
	0,93615
	8%

	Thailand 
	0,84
	0,8032
	-4%

	Timor-Leste
	0
	0,51036
	-

	Viet Nam 
	0,84
	0,72665
	-13%



Tabel 5 menunjukkan skor HCI Indonesia turun 8% selama 2003–2024. Penurunan ini terjadi di hampir seluruh negara ASEAN (hanya Singapura yang naik), dan penurunan Indonesia termasuk yang paling kecil (ketiga terbaik setelah Singapura dan Thailand). Jika dibandingkan hanya dalam periode metodologi yang sama (2014–2024), HCI Indonesia justru naik 7,5% (0,6786 menjadi 0,7293). Meski demikian, skor absolut Indonesia masih jauh di bawah Singapura (0,9362) dan Thailand (0,8032). Ini mengkonfirmasi temuan literatur bahwa HCI baik dalam hal pendidikan formal [19] maupun kompetensi teknis birokrasi [3] menjadi tantangan mendasar. Hal ini kontras dengan Singapura, yang skor HCI-nya sudah tinggi dan fokus Singapura bukan lagi pada peningkatan kuantitas pendidikan dasar, melainkan pada inovasi di level tertinggi.
Analisis Naik Turunnya OSI, HCI, dan TII Indonesia (2003–2024)
Sebagai dasar analisis tren pada subbab ini, disajikan data nilai OSI, HCI, dan TII Indonesia sepanjang tahun 2003–2024 pada Tabel 6.
Tabel 6. Perkembangan OSI, HCI, dan TII Indonesia Tahun 2003–2024
	Tahun
	OSI
	HCI
	TII

	2003
	0,43231
	0,79
	0,045

	2004
	0,32432
	0,8
	0,04838

	2005
	0,29615
	0,8
	0,04944

	2008
	0,33444
	0,82992
	0,07015

	2010
	0,24444
	0,854
	0,11429

	2012
	0,49673
	0,79819
	0,18966

	2014
	0,3622
	0,6786
	0,30544

	2016
	0,36232
	0,6796
	0,30158

	2018
	0,5694
	0,6857
	0,3222

	2020
	0,6824
	0,7342
	0,5669

	2022
	0,7644
	0,7438
	0,6397

	2024
	0,80346
	0,72934
	0,86448


Berdasarkan data tersebut, OSI mengalami fluktuasi pada periode awal (2003–2016) dengan nilai yang relatif rendah, namun melonjak pada 2018–2024. Hal ini menunjukkan bahwa layanan publik digital pada awal implementasinya masih terbatas pada penyediaan informasi. Sementara itu, HCI relatif stabil (kecuali penurunan tajam pada 2014 yang bertepatan dengan penambahan indikator rata-rata dan harapan lama sekolah dalam metodologi HCI UN DESA) karena perubahan kualitas SDM dan literasi digital membutuhkan waktu panjang untuk terlihat dampaknya. Nilai HCI naik pada 2016–2022 (0,6796 menjadi 0,7438), tetapi turun tipis pada 2024 (0,7293), menunjukkan adanya tantangan literasi digital saat layanan daring meningkat cepat. TII mengalami perkembangan struktural paling besar, terutama setelah proyek pembangunan backbone nasional dan perluasan jaringan telekomunikasi yang memengaruhi peningkatan konektivitas internet.

Gambar 6. Grafik Perkembangan OSI, HCI, dan TII Indonesia Tahun 2003–2024
Grafik OSI–HCI–TII memperjelas pergerakan tren tersebut, dengan memperlihatkan bahwa kenaikan OSI dan TII bergerak lebih cepat dibandingkan HCI, terutama setelah memasuki periode modernisasi layanan digital dan pembangunan infrastruktur TIK. Grafik juga menegaskan bahwa perubahan OSI dan TII cenderung lebih responsif terhadap kebijakan yang bersifat teknis dan struktural, sedangkan HCI sangat dipengaruhi faktor pendidikan, pelatihan, dan kompetensi individu sehingga peningkatannya lebih lambat. Dengan demikian, grafik berfungsi untuk memperlihatkan pola tren jangka panjang dan titik-titik perubahan penting pada ketiga indikator.
Sebagai pelengkap analisis komponen OSI, HCI, dan TII, diperlukan gambaran posisi Indonesia dalam konteks yang lebih luas. Oleh karena itu, berikut disajikan perbandingan perkembangan EGDI Indonesia dengan rata-rata Asia dan dunia untuk melihat sejauh mana kemajuan Indonesia berada pada level regional dan global.
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Gambar 7. Perbandingan EGDI Indonesia, Asia, dan Dunia
Pola pada grafik menunjukkan bahwa peningkatan EGDI Indonesia berlangsung lebih cepat dibanding rata-rata Asia maupun dunia, terutama setelah 2016. Pergerakan ini selaras dengan analisis OSI dan TII yang menjadi pendorong utama lonjakan indeks dalam beberapa tahun terakhir. Pada 2024, skor Indonesia mencapai 0,7991 dan menempatkannya pada peringkat ke-64 dunia dan peringkat ke-4 ASEAN. Dengan skor di atas 0,75, Indonesia untuk pertama kalinya masuk kelompok EGDI Sangat Tinggi (Very High EGDI) versi UN DESA (pada 2022 masih kelompok Tinggi, 0,716). Meskipun demikian, komponen HCI yang cenderung stagnan menyebabkan posisi Indonesia masih berada di bawah negara dengan kesiapan SDM yang lebih tinggi. Dengan demikian, grafik ini memperjelas bagaimana posisi Indonesia terus membaik, namun masih memiliki ruang peningkatan pada dimensi modal manusia.
Pembahasan
Kaitan Perubahan OSI, HCI, dan TII dengan Kebijakan Pemerintah
Untuk memahami faktor penyebab dari perubahan tren tersebut, Tabel 7 disusun untuk menguraikan keterkaitan antara nilai indeks dan kebijakan pemerintah pada tiap periode.
Tabel 7. Kaitan Perubahan OSI, HCI, dan TII dengan Kebijakan Pemerintah
	Tahun
	Faktor Kebijakan
	Dampak terhadap 
OSI, HCI, TII
	Sumber 

	2003
	Instruksi Presiden (Inpres) No. 3 Tahun 2003  Kebijakan & strategi nasional pengembangan e-government (landasan awal).
	Pondasi awal e-government; OSI mulai berkembang namun dampak masih kecil; belum berpengaruh signifikan pada HCI & TII.
	Instruksi Presiden (Inpres) No. 3 Tahun 2003[20]

	2004
	Gerakan awal adopsi TI pemerintahan (awalnya banyak inisiatif “web presence” & dorongan penggunaan open-source di beberapa instansi). Studi menilai adopsi lokal masih lambat.
	OSI justru turun (0,4323 menjadi 0,3243) meskipun web presence bertambah; HCI & TII belum terdorong kuat.
	(Fathul Wahid, 2004)[21]

	2005
	Kondisi: banyak pemerintahan daerah mulai membuat situs layanan (web-presence) implementasi masih terfragmentasi. (literatur evaluatif)
	OSI kembali turun (0,2962); layanan masih bersifat informasi dasar; HCI & TII tidak berubah signifikan.
	(Fathul Wahid, 2008)[22]

	2008
	Evaluasi awal dan perencanaan penguatan layanan online pada beberapa kementerian; belum ada Perpres besar.
	Perbaikan kualitas portal daerah, OSI naik tipis (0,2962 menjadi 0,3344); TII & HCI masih stabil.
	(Rosdiana Sijabat, 2019)[23]

	2010
	Studi dan pengamatan akademik tercatat tentang kesiapan e-gov di tingkat lokal (sinyal adanya perlunya strategi terintegrasi).
	OSI turun ke titik terendah (0,2444); HCI relatif stabil; belum ada dorongan kebijakan besar.
	(Firdaus Masyhur, 2014)[24]

	2012
	Mulai fase perencanaan proyek backbone nasional (in-depth planning Palapa Ring pada awal dekade).
	OSI melonjak (0,2444 menjadi 0,4967); TII mulai terdorong (0,1143 menjadi 0,1897); fondasi percepatan infrastruktur.
	Indonesia Broadband Plan (Kominfo, 2012)[25]

	2014
	Peningkatan fokus pada integrasi layanan & SDM; beberapa studi menilai kesiapan berbeda antar daerah.
	HCI turun tajam (0,7982 menjadi 0,6786; terkait perubahan metodologi HCI 2014); OSI turun (0,4967 menjadi 0,3622); TII naik (0,1897 menjadi 0,3054).
	(Fahrul Muzaqqi & Hari Fitrianto, 2023)[26]

	2016
	Penandatanganan/kontrak paket Palapa Ring (Central Package) langkah nyata pembangunan backbone nasional.
	TII dan OSI belum berubah (TII 0,3054 menjadi 0,3016; OSI tetap 0,3623); dampak Palapa Ring baru terlihat pada survei 2020.
	Moratolindo Broadband [27]

	2018
	Perpres No. 95/2018 (SPBE) ditetapkan. Kerangka tata kelola dan arsitektur nasional SPBE (landmark kebijakan untuk naiknya OSI dan integrasi layanan).
	OSI naik besar (0,3623 menjadi 0,5694; integrasi layanan digital); HCI naik tipis; TII naik tipis (0,3016 menjadi 0,3222) seiring kebutuhan infrastruktur SPBE.
	Perpres 95/2018 SPBE[28]

	2020
	Pandemi COVID-19: akselerator digital nasional (percepatan layanan online); PermenPANRB No.59/2020 tentang pemantauan & evaluasi SPBE dikeluarkan.
	OSI naik (0,5694 menjadi 0,6824; layanan publik daring masif); TII melonjak (0,3222 menjadi 0,5669); HCI naik (0,6857 menjadi 0,7342).
	PermenPANRB 59/2020 dan digitalisasi pandemi [29]

	2021
	Implementasi layanan daring untuk penanganan pandemi & layanan publik terus diperluas; monitoring SPBE semakin penting (kepmen/kebijakan turunan).
	Tidak ada survei EGDI pada 2021; dampak kebijakan ini tercermin pada hasil survei 2022.
	Penguatan layanan digital pandemi
[30]

	2022
	Penguatan tata kelola SPBE & pembangunan Pusat Data Nasional (infrastruktur data) pemerintah melaporkan perbaikan indeks layanan digital.
	OSI naik (0,6824 menjadi 0,7644) seiring interoperabilitas data yang lebih baik; TII naik (0,5669 menjadi 0,6397); HCI naik tipis (0,7342 menjadi 0,7438).
	Perpres No. 132 Tahun 2022[31]

	2024
	Aksi lanjutan: penguatan Satu Data, Pusat Data Nasional & kebijakan pelengkap SPBE; laporan pemerintah menunjukkan perbaikan peringkat EGDI.
	OSI mencapai titik tertinggi (0,8035); TII melonjak (0,6397 menjadi 0,8645); HCI turun tipis (0,7438 menjadi 0,7293).
	Roadmap SPBE 2024 dan peningkatan EGDI [32]



Berdasarkan Tabel 7, kenaikan OSI terutama dipengaruhi kebijakan penguatan layanan digital seperti SPBE (2018) dan Satu Data Indonesia (2019), yang mendorong integrasi dan peningkatan kualitas layanan publik daring. Peningkatan TII sangat berkaitan dengan proyek pembangunan backbone nasional, terutama Palapa Ring (2016–2019), yang dampaknya terlihat pada lonjakan TII terbesar antara survei 2018 dan 2020 (0,3222 menjadi 0,5669), serta pembangunan Pusat Data Nasional (2022). Sementara itu, perkembangan HCI ditentukan oleh kebijakan pengembangan SDM, pelatihan ASN, dan pemerataan literasi digital. Namun, karena peningkatan kompetensi SDM bersifat jangka panjang, tren HCI tampak lebih lambat dibanding OSI dan TII. Selain itu, sebagian penurunan HCI dipengaruhi perubahan metodologi UN DESA pada 2014.
Secara keseluruhan, data dan visual tren menunjukkan bagaimana kebijakan pemerintah menjadi faktor utama yang mendorong perubahan nilai OSI, HCI, dan TII selama dua dekade terakhir. Dengan demikian, analisis ini memberikan dasar yang kuat bahwa peningkatan indeks e-government Indonesia tidak terlepas dari arah kebijakan strategis yang dilakukan secara bertahap dan berkelanjutan.
Kesimpulan
Penelitian ini menyimpulkan bahwa perkembangan EGDI Indonesia dalam periode 2003–2024 menunjukkan tren peningkatan yang kuat dengan pertumbuhan mencapai 89% (tertinggi kelima di ASEAN dan ketiga terbesar dalam selisih absolut), menempatkan Indonesia sebagai salah satu negara dengan momentum perbaikan tercepat di ASEAN. Analisis longitudinal menunjukkan bahwa komponen OSI dan TII merupakan pendorong utama peningkatan EGDI, dipengaruhi oleh kebijakan strategis seperti Perpres SPBE 2018, percepatan digitalisasi layanan publik selama pandemi, serta pembangunan infrastruktur telekomunikasi nasional (Palapa Ring dan Pusat Data Nasional). Sebaliknya, HCI cenderung stagnan bahkan sedikit menurun (sebagian dipengaruhi perubahan metodologi HCI 2014; pada 2024 posisinya justru naik ke peringkat ketiga ASEAN), menandakan bahwa peningkatan kualitas dan pemerataan kompetensi SDM belum sejalan dengan percepatan digitalisasi layanan.
Secara komparatif, Indonesia telah berhasil mengejar beberapa negara ASEAN dan kini berada di peringkat keempat ASEAN dalam Tier 2 bersama Thailand, Malaysia, Vietnam, Filipina, dan Brunei, serta masuk kelompok EGDI Sangat Tinggi. Namun, tantangan besar tetap muncul pada aspek literasi digital, kesiapan SDM birokrasi, dan kesenjangan infrastruktur di wilayah 3T. Penelitian ini juga menegaskan bahwa perbedaan tren OSI–HCI–TII tidak dapat dipahami hanya dari aspek teknis, melainkan sangat dipengaruhi arah kebijakan, konsistensi implementasi, dan kapasitas institusi publik.
Rekomendasi penelitian mencakup tiga fokus utama:
1. Memperkuat kompetensi SDM melalui pelatihan TIK dan reformasi literasi digital nasional.
1. Mempercepat interoperabilitas data melalui implementasi SPBE dan arsitektur Satu Data yang konsisten.
1. Memperluas pemerataan infrastruktur telekomunikasi untuk mengurangi kesenjangan digital.
Dengan langkah tersebut, Indonesia berpotensi mencapai peningkatan EGDI yang lebih stabil dan berkelanjutan, sekaligus memperkuat posisinya dalam transformasi digital kawasan ASEAN.
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